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KEPALA DESA PAGONGAN

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
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Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 970);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kabupaten Tegal
Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
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Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022 Nomor 80);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor
27);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2025 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 26);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2025 Nomor 57);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 58);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal
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Tahun 2025 Nomor 65);

Peraturan Desa Pagongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Pagongan Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Desa Pagongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Pagongan Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Desa Pagongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2026 - 2027 (Lembaran Desa Pagongan Tahun 2025
Nomor 3);

Peraturan Desa Pagongan Nomor 3.2 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran
Desa Pagongan Tahun 2025 Nomor 3.2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 terdiri dari:

1,

Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 90.000.000

b. Pendapatan Transfer Rp. 2.200.892.600

c. Lain-lain Pendapatan Yang Rp. 100.000
Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 2.290.992.600

. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 675.844.361
Pemerintahan Desa

b. Bidang Pelaksanaan Rp. 845.840.000
Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Rp. 169.770.000
Kemasyarakatan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Rp. 3.700.000
Masyarakat Desa

e. Bidang Penanggulangan Rp. 74.000.000

Bencana, Keadaaan Darurat
dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja Rp. 1.769.154.361

Surplus/( Defisit ) Rp. 521.838.239
. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 59.461.761

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 581.300.000

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (521.838.239)

Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran Rp. 0
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Diundangkan di

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum delam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

) Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Pagongan

Ditetapkan di : Desa Pagongan

: Desa Pagongan




